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In the world of politics, the concept of al-syūra is debated by 
intellectuals. This controversy arises because they see the image 
as a concept of the state system based on the Qur'an. But on the 
other hand, other thought groups argue that the concept of al-
syūra is a concept of the state system that is consistent with the 
concept of democracy. In addition to these two groups, there is 
also a third group which states that order can only be imposed if 
the system of authority uses the system of succession. In the middle 
of the twentieth century, the Tafsir Al-Azhar was born in Hamka, 
and it contains a variety of issues, the world and the hereafter. 
Regarding the question of the biography itself, Hamka clarifies in 
the interpretation of al-Azhar that the concept of biography is 
found in three places, namely Surat Al-Baqarah verse 233, Surat 
Ali Imran verse 159, and Al-Syura verse 38. In his interpretation 
of the three verses, Hamka enjoys a unique insight into family 
issues. This research is qualitative research with the type of desk 
research. As for the method, this research used the descriptive 
analytical method. While approaching, this research uses a socio-
historical-political approach. This study concluded that Syria is 
the correct means in resolving state affairs, according to Hamka. 
Hamka assumes in its application that all state regulations allow 
the application of the principles of the Sunnah in it. In describing 







Dalam dunia perpolitikan, terjadi perdebatan mengenai konsep 
al-syūra oleh kalangan intelektual. Perdebatan ini muncul karena 
mereka  memandang bahwa al-syūra merupakan konsep dari 
sistem kenegaraan yang berpijak pada al-Qur’an. Namun di lain 
pihak, golongan intelektual yang lain berpendapat bahwa konsep 
al-syūra adalah konsep dari sistem kenegaraan yang selaras 
dengan konsep demokrasi. Selain dua golongan ini, muncul pula 
golongan ketiga yang menyatakan bahwa al-syūra hanya bisa 
ditegakkan jika sebuah sistem kekuasaan menggunakan sistem 
kekhilafahan. Pada pertengahan abad kedua puluh, lahirlah Tafsir 
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al-Azhar karangan Hamka yang isinya memuat beragam 
persoalan, baik persoalan duniawi maupun ukhrawi. Untuk 
persoalan al-syūra sendiri, Hamka di dalam Tafsir al-Azhar 
menjelasan bahwa konsep al-syūra terdapat pada tiga tempat, 
yakni pada surah al-Baqarah ayat 233, surah Ali Imran ayat 159 
dan surah Asy-Syura ayat 38. Pada penafsirannya terhadap ketiga 
ayat itu, Hamka mempunyai pandangan yang khas mengenai 
persoalan-persoalan al-syūra. Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan jenis penelitian library research. Adapun 
metodenya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. 
Sedangkan pendekatannya, penelitian ini menggunakan 
pendekatan sosiologis-historis-politik. Tulisan ini menyimpulkan 
bahwa menurut Hamka, al-syūra merupakan sarana yang tepat 
dalam menyelesaikan urusan kenegaraan. Dalam melaksanakan 
al-syūra, Hamka beranggapan semua sistem negara 
memungkinkan di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip al-syūra. 
Dalam menjabarkan al-syūra, Hamka menggunakan epistemologi 
iman, akal dan kebebasan. 
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PENDAHULUAN 
Perdebatan mengenai al-syūra sebagai sistem kenegaraan menjadi polemik 
diantara para cendekiawan dan intelekual Islam. Pasalnya, sistem al-syūra bagi para 
sebagian pakar merupakan sistem yang sama dengan demokrasi. Namun sebagian lain 
beranggapan bahwa antara al-syūra dan demokrasi berbeda. Hal ini menurut mereka 
karena demokrasi adalah “produk kiriman” dari Barat yang notabene bukan berasal dari 
agama Islam. 
Pada kenyataannya, para pakar politik Islam memiliki beragam pendapat terkait 
masalah ini. Pendapat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam: Pertama, 
Demokrasi merupakan sebuah sistem utuh dalam kenegaraan yang harus diterima dan 
diterapkan secara komprehensif. Pendapat ini menyatakan bahwa demokrasi selaras 
dengan nilai-nilai Islam. Kedua, Demokrasi merupakan produk dari Barat yang dinilai 
menjunjung tinggi aspek kebebasan tanpa batas, sehingga demokrasi dan Islam menurut 
pendapat ini tidak memiliki kesamaan alias bertentangan. Menurut kelompok ini, Islam 
sudah memiliki sistem kenegaraan sendiri yaitu al-syūra sehingga tak perlu mengadopsi 
sistem yang lain. Ketiga, sistem demokrasi dapat selaras dengan nilai-nilai Islam jika di 
dalamnya terdapat unsur al-musāwah (kesetaraan), al-syūra (musyawarah) dan al-
‘adālah (keadilan).  Selain itu, kebebasan tanpa batas layaknya negara Barat dalam 
menjalankan sistem demokrasi harus dibatasi. 
Berbicara mengenai al-syūra, para ulama kontemporer menjelaskan bahwa 
terdapat ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara mengenai al-syūra.  Derivasi kata al-syūra 
dalam al-Qur’an disebutkan di tiga tempat, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 233, surah 
Ali Imran ayat 159, dan surah al-Syūra ayat 38. Dari ketiga ayat itu, dua ayat terakhirlah 
yang berbicara tentang konsep musyawarah atau demokrasi yang erat kaitannya dalam 
bernegara. Adapun surah al-Baqarah ayat 233, konsep musyawarah pada ayat ini 
berbicara mengenai pengambilan keputusan melalui musyawarah dalam berkeluarga. 
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Pada perkembangannya, sistem demokrasi menjadi “jualan laku” negara Barat. 
Mereka menyebarkan pengaruhnya terhadap negara-negara lain sehingga sistem 
demokrasi mendapat tempat yang dominan di berbagai negara. Salah satunya adalah 
negara Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim juga ikut 
menerapkan sistem demokrasi. Hal yang unik adalah bahwa Indonesia dengan 
penduduk muslim terbanyak mampu menjalankan sistem demokrasinya bertahun-tahun. 
Ini menepis anggapan bahwa demokrasi akan sia-sia belaka jika diterapkan pada negara 
yang mayoritas penduduknya muslim. Keberhasilan Indonesia dengan demokrasinya tak 
lepas dari para founding father yang mampu merumuskan sistem demokrasi agar sesuai 
dan selaras dengan nilai-nilai agama, khususnya ajaran agama Islam. Tokoh-tokoh 
bangsa itu bukan hanya berasal dari kalangan nasionalis saja, akan tetapi kalangan 
ulama juga turut andil dalam mengkompromikan dua kutub (golongan pro demokrasi 
dan golongan kontra demokrasi) yang sebelumnya saling bertentangan. Bahkan menurut 
penulis, golongan ulamalah yang mempunyai pengaruh besar sehingga pertentangan 
dapat diredam secara massif. 
Salah satu ulama yang berjasa terhadap persoalan negara dan demokrasi 
Indonesia adalah Profesor Buya Hamka yang merupakan pakar tafsir dengan segudang 
keilmuan yang diampunya. Memiliki karya monumental Tafsir al-Azhar membuat 
sosok Hamka semakin dikukuhkan sebagai seorang mufasir, bahkan karyanya itu 
menjadi salah satu rujukan ulama Indonesia dalam mencari makna-makna kandungan 
al-Qur’an. Hal yang unik dari karya tafsir Hamka tersebut adalah kandungan isinya 
yang memuat kandungan al-Qur’an dari hasil ijtihad Hamka yang ia kontekstualisasikan 
sesuai kondisi Indonesia pada masa hidup Hamka. 
Pada bagian pendahuluan Tafsir al-Azhar, Hamka bercerita bahwa ia memulai 
penulisan Tafsir al-Azhar pada pagi Subuh sejak akhir tahun 1958.  Pada tanggal 27 
januari 1964 ia didatangi empat orang tamu yang membawa surat penahanan terhadap 
Hamka. Penahanan yang menimpa Hamka disebabkan tuduhan terhadapnya bahwa ia 
mengadakan rapat gelap untuk membunuh Menteri Agama Saifuddin Zuhri dan hendak 
mengadakan kudeta. Selain hal itu, ia juga dituduh sebagai pengkhianat negara karena 
menerima bantuan dari Tengku Abdul Rahman Putera seorang Perdana Menteri 
Malaysia dengan jumlah empat juta dolar. Tuduhan demikian pada dasarnya sama sekali 
tidak disertai bukti yang kuat.  Hamka merasa penangkapan dan tuduhan ini adalah 
suatu bentuk kezaliman yang dialamatkan kepadanya dengan memakai undang-undang 
(Pen.Pres no. 11/1963). Selama dua tahun empat bulan Hamka dipenjara sebagai 
tahanan politik dengan tuduhan kontra-revolusioner. Pada waktu dua tahun itulah 
Hamka menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk melanjutkan penulisan Tafsir al-
Azhar hingga beberapa hari sebelum dipindahkan ke dalam tahanan rumah, Hamka 
menyelesaikan karya tafsirnya. Masa tahanan rumah yang berlangsung kurang lebih dua 
bulan dipergunakan Hamka untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam 
karyanya. 
Kondisi Hamka yang pernah mengalami pengalaman pahit saat menulis Tafsir 
al-Azhar membuat penulis tertarik untuk mengungkapkan salah satu bagian isi tafsirnya, 
yaitu penafsirannya terhadap ayat-ayat al-syūra. Hal ini disebabkan karena pemerintah 
pada saat itu melakukan kezaliman terhadap Hamka, otomatis pengalaman itu 
mempengaruhi pola pikirnya dalam menafsirkan ayat-ayat al-syūra. 
Selain hal demikian, penulis mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik 
Indonesia bahwa Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan tempat penulis berasal 
mengalami penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Perlu diketahui bahwa IDI 
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adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di 
Indonesia yang dinilai berdasarkan tiga aspek, yaitu: kebebasan sipil, hak-hak politik, 
dan lembaga-lembaga demokrasi. Dari penilaian itu, IDI Kalteng pada tahun 2018 
sebesar 71,27%, angka ini turun 4,85% dibandingkan dengan IDI Kalteng tahun 2017 
sebesar 76,12%.  Penurunan angka ini disebabkan: Pertama, Adanya ancaman 
kekerasan atau penggunaan kekerasan dari masyarakat. Kedua, Tindakan atau 
pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan masyarakat dalam menjalankan ajaran 
agamanya. Ketiga, Tindakan atau pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal 
gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya. Keempat, Kurangnya penyajian 
informasi APBD oleh pemerintah daerah. Kelima, Menurunnya jumlah pengaduan 
masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan. (Badan Pusat Statistik Kalimantan 
Tengah 2019). Dari data ini terlihat bahwa sistem demokrasi pemerintah Kalimantan 
Tengah mengalami penurunan. Jika hal ini dibiarkan, tentu berdampak pada sistem 
kebijakan pemerintah yang kurang maksimal. Imbasnya, rasa kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah akan berkurang secara perlahan dan akhirnya terciptalah suasana 
saling tak percaya antara masyarakat dan pemerintah. Puncaknya adalah timbulnya 
krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sah, sebaliknya image dan 
kredibilitas pemerintah akan lenyap sehingga pemerintah tidak dapat menjalankan roda 
pemerintahan secara efisien dan maksimal. Krisis kepercayaan tersebut dapat memicu 
terjadinya gejolak sosial, baik antar-etnis, agama dan juga tokoh politik.(AA Ariwibowo 
2010). Bahkan hal demikian juga mengakibatkan masa resesi, krisis ekonomi yang 
berkepanjangan hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi. (Yuri Gripas 2018). 
Tentu hal ini mendorong penulis untuk melakukan kajian demokrasi berbasis al-
Qur’an agar masyarakat dan pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah mampu 
menciptakan ruang demokrasi yang berbasis pada al-musāwah (kesetaraan), al-‘adālah 
(keadilan), dan al-syūra (musyawarah) sehingga masyarakat dan pemerintah memiliki 
rasa saling percaya. 
Secara umum, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu 
penelitian yang mengungkapkan suatu keadaan atau objek dalam konteksnya, 
menemukan makna (meaning) atau pemahaman yang mendalam tentang al-syūra 
perspektif Tafsir al-Azhar, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa 
gambar, kata maupun kejadian serta dalam natural setting. (Muri Yusuf 2017). 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian librarry research atau penelitian 
kepustakaan. Adapun metodenya, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis, 
yaitu mendeskripsikan suatu konsep yang berkaitan dengan judul penelitian (Sudaryono 
2017), yaitu “al-syūra dalam Perspektif Tafsir al-Azhar”. Setelah itu, konsep tersebut 
dijelaskan dan dicermati secara kritis, termasuk juga tentang bagaimana situasi sosio-
historis konsep tersebut dicetuskan (Abdul Mustaqim 2015). Sedangkan pendekatannya, 
penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-historis-politik sebagai alat bantu 
penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teori Double Movement 
Fazlur Rahman dan Hermeneutika Muhammad Talbi sebagai landasan teori. Teori 
Double Movement dalam pengaplikasiannya merupakan metode interpretasi teks atau 
tafsir berdasarkan realitas masa kini, lalu masuk ke masa lalu (untuk menalar asbabul 
wurud dan asbabun nuzul), lalu kembali ke masa kini dengan menimba moral ethic 
sebuah teks ayat atau Hadis (Edi AH Iyubenu 2018). Sedangkan teori hermeneutika 
Muhammad Talbi adalah konsep teori dalam memahami al-Qur’an yang didasarkan 
pada konsteks historisnya.   
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Riwayat Singkat Hamka 
Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau yang disingkat Hamka merupakan 
seorang putera dari Syekh Abdulkarim Amrullah atau yang dikenal Haji Rasul, seorang 
pelopor dari gerakan Islam “Kaum Muda” di Minangkabau. Pada masa hidupnya, Haji 
Rasul murni mendapatkan pendidikan agama pada dua tokoh, yakni: ayahnya Syekh 
Amrullah dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau (Hamka 1982). Haji Rasul  memulai 
gerakan Islam “Kaum Muda” pada tahun 1906 setelah ia kembali dari Mekkah. Haji 
Rasul sewaktu mudanya menentang ajaran Rabithah, paham tarekat yang menghadirkan 
guru dalam ingatan saat mengerjakan suluk. Selain menentang ajaran Rabithah, Haji 
Rasul juga menyatakan pendapat yang berbeda pada masalah khilafiyah.  Hal ini 
menimbulkan pertentangan antara kaum muda dan kaum tua di Minangkabau.  Pada 
zaman itulah, yakni pada 17 Februari 1908 atau 1325 H lahirlah puteranya Abdul Malik 
atau yang dikenal Hamka (Rusydi 1983) di Maninjau, Sumatera Barat.  Hamka dikenal 
sebagai ulama besar Minangkabau, ia seorang pujangga, ulama, penulis, negarawan dan 
politikus (Rush 2016; Aljunied 2018; Zakaria dan Wahid 2020).  
Pada akhir tahun 1924, saat Hamka berusia 16 tahun, ia berangkat ke tanah Jawa 
dan langsung menuju ke Yogyakarta.  Pada waktu itulah Hamka berkenalan dan belajar 
mengenai Pergerakan Islam Modern kepada H.O.S Tjokroaminoto, Kibagus 
Hadikusumo, R.M Soerjopranoto dan H. Fakhruddin.  Orang-orang tersebut pada 
masanya sering mengadakan diskursus pergerakan yang bertempat di Pakualaman 
Yogyakarta.  Pada saat itu Hamka dapat mengenal perbandingan antara Pergerakan 
Politik Islam, yaitu Syarikat Islam Hindia Timur dan gerakan sosial Muhammadiyah. 
Setelah menetap beberapa waktu di Yogyakarta, Hamka berangkat menuju ke 
Pekalongan untuk selanjutnya menemui gurunya sekaligus suami kakaknya yang 
bernama A.R Sutan Mansur yang merupakan ketua (Vorrzitter) Muhammadiyah Cabang 
Pekalongan.  Di Pekalongan Hamka berkenalan dengan Citrosuarno, Mas Ranuwiharjo 
dan Mas Usman Pujotomo.  Setelah itu yakni pada bulan Juli 1925, Hamka kembali ke 
Padang Panjang dan di sana Hamkamendirikan Tabligh Muhammadiyah di rumah 
Ayahnya di Gatangan Padang Panjang (Rusydi 1983). 
Pada tanggal 22 Januari 1936 Hamka pindah ke kota Medan memimpin majalah 
Pedoman Masyarakat (Rusydi 1983).  Majalah ini dipimpinnya sendiri setelah setahun 
dikeluarkan, yakni mulai tahun 1936 sampai 1943, saat bala tentara Jepang masuk. Saat 
itulah terbit karangan-karangannya dalam bidang agama, filsafat, tasaw.uf dan roman 
(Hamka 2015). Setelah terjadinya peristiwa perjanjian Roem-Royen dan gencatan 
senjata Indonesia-Belanda, Hamka berangkat ke Jakarta bersama istri dan tujuh orang 
anaknya. Pada tahun 1950 Hamka memulai karir sebagai Pegawai golongan F di 
Kementerian Agama di bawah naungan menteri K.H Wahid Hasyim.  Dalam karirnya 
itu, Hamka bertugas mengajar di beberapa perguruan tinggi, seperti Perguruan Tinggi 
Islam Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta, Universitas Islam Jakarta, Fakultas 
Hukum dan Falsafah Muhammadiyah di Padang Panjang, Universitas Muslim Indonesia 
(UMI) Makassar dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Setelah pemilihan 
umum pertama di tahun 1955, Hamka dicalonkan untuk menjadi anggota DPR mewakili 
daerah pemilihan Masyumi Jawa Tengah.  Sebenarnya, Hamka keberatan atas 
pencalonan dirinya sebab saat itu ia tengah menjadi dosen terbang di Universitas 
Muslim Indonesia.  Namun karena desakan dari pimpinan Muhammadiyah dan gurunya 
sendiri, yakni A.R Sutan Mansur serta kesadaran Hamka terhadap organisasi 
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Muhammadiyah, akhirnya Hamka menerima dan bersedia menjadi anggota 
Konstituante.  Saat itu organisasi Muhammadiyah adalah anggota istimewa dari 
Masyumi. Pada awal tahun 1958, Hamka terpilih sebagai anggota delegasi Indonesia 
untuk menghadiri simposium Islam di Lahore bersama Prof. Hasbi Assiddiqi dan K.H 
Anwar Musaddad.  Setelah itu, Hamka meneruskan perjalanan ke Mesir.  Saat berada di 
Mesir, yakni dalam satu pertemuan dengan pemuka-pemuka Islam di Mesir, ia 
berkesempatan untuk mengucapkan pidato dengan judul “Pengaruh Mohammad Abduh 
di Indonesia”.  Selain tema pidato tersebut, ia juga menjelaskan tentang kebangkitan 
gerakan-gerakan Islam modern di Indonesia pada awal abad ke-20 seperti Sumatera 
Thawalib, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan Persis.  Pidato yang diucapkannya itu 
dianggap sebagai promosi atas gelar yang ia dapatkan, yakni gelar Ustadz Fakhriyah 
atau Doktor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar Kairo. Setelah mendapatkan gelar 
tersebut, Hamka pergi ke Mekkah pada tanggal 17 Februari 1958 untuk melaksanakan 
umrah.  Saat itu Hamka berusia 50 tahun.  Selama di tanah suci, Hamka mendapat berita 
bahwa bahwa di Sumatera Barat terjadi pemberontakan Pemerintah Revolusioner 
Republik Indonesia (PRRI). Peristiwa itu menyebabkan Hamka mempersingkat 
lawatannya di tanah suci. (Rusydi 1983). 
Hamka pernah berpidato menolak gagasan Presiden Soekarno tentang demokrasi 
terpimpin saat sidang Konstituante di Bandung.Hamka beralasan bahwa gagasan 
demokrasi terpimpin justru menyuburkan praktek otoritarianisme-nya Soekarno saat 
menjadi Presiden. Hal ini terlihat saat Soekarno menyatakan dirinya sebagai presiden 
seumur hidup dengan payung gagasan demokrasi terpimpinnya, sampai ia tumbang oleh 
rezim orde baru yang dinahkodai Soeharto.Setelah dewan Konstituante dibubarkan pada 
bulan Juli 1959 dan partai Masyumi juga dibubarkan oleh Soekarno tahun 1960, Hamka 
memusatkan dirinya pada dakwah Islamiyah dan memimpin jamaah Mesjid Agung al-
Azhar yang terletak di depan rumahnya sambil terus duduk dalam struktur Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah atas pilihan Muktamar. Pada tahun 1964, Hamka ditangkap dan 
dipenjarakan dengan tuduhan melanggar Penpres Anti Subversif.  Ia kemudian 
dibebaskan setelah berakhirnya kekuasaan orde lama Soekarno pada tahun 1966. Pada 
tahun 1975 Hamka diminta menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang 
pertama.  Sebelum dipinta, Hamka terlebih dahulu berkonsultasi pada Penasehat 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.  Sampai masa jabatan ketua MUI-nya berakhir dan 
sampai akhir hayatnya, Hamka tetap berkudukan sebagai Penasehat Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah (Suwinto dan Fauzan 2013). 
Pada 24 Juli 1981 saat usia Hamka 73 tahun 5 bulan, ia meninggal dunia tepat 
pada pukul 10.41.08 pagi Jum’at.  Hamka meninggal disebabkan penyakit yang 
dideritanya selama beberapa bulan sebelum wafatnya.  Menurut Rusydi salah seorang 
anak Hamka, Rusydi menuturkan bahwa Hamka semenjak enam bulan terakhir 
mengalami kelainan jantung.  Selain penyakit jantung, Hamka juga mengidap penyakit 
Diabetes selama dua puluh tahun lebih (Rusydi 1983; Aljunied 2017). 
Sebagai seorang tokoh yang terkenal di Indonesia, Hamka memiliki segudang 
prestasi yang ia miliki, baik prestasi dalam bidang agama, intelektual, sastra, politik 
maupun yang lainnya. Selain prestasi yang dimilikinya, Hamka juga menorehkan 
beberapa karya tulisan yang sampai saat ini masih diminati dan dipelajari oleh beragam 
kalangan. Dari sekian karya yang ia lahirkan, ada salah satu karya monumental Hamka 
yang sering dianggap sebagai buah brilian dan kecemerlangan pemikiran Hamka, yakni 
Tafsir al-Azhar yang menjadi rujukan dan referensi para cendekiawan Indonesia dalam 
menilik aspek keagamaan. Dengan tafsir inilah Hamka merekontruksikan narasi agama 
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berdasarkan epistemologi ilmiah, tanpa cenderung terhadap madzhab penafsiran 
tertentu. Posisi ketidakcenderungan Hamka terhadap madzhab tertentu dalam karya 
tafsirnya membuat Hamka diakui dan dikenal sebagai sosok pembaharuan Islam di 
Indonesia. 
 
Konsep Al-Syūra Menurut Hamka 
Secara etimologi, al-syūra  terdiri dari huruf syīn, wāw dan rā’.  Kata al-syūra 
memiliki beragam makna, antara lain: Mengambil atau mengeluarkan madu dari sarang 
lebah (Muhammad al-Qadir 1973); orang yang sering mengeluarkan madu dari sarang 
lebah (Ahmad 1994); memunculkan sesuatu untuk diperlihatkan dan ditampakkan agar 
dapat diterima (Ahmad 1994); memberikan isyarat dengan tangan dan pendapat (Ismail 
al-jauhari 2009); pemandangan yang bagus (Majma al-Lughah al-Arabiyah 1972); 
menampakkan suatu tanda pengenal (Al-Munjid al-Wasith); dan nasehat, saran dan 
pertimbangan (Ahmad Warson Munawir 1997). Kata-kata tersebut memunculkan 
derivasi kata yang beragam, dengan makna menjelaskan, menyatakan, mengambil 
sesuatu, perundingan, memberi isyarat, meminta pendapat, saling bertukar pikiran dan 
nasehat. (Quraish Shihab 2007).  Semua makna tersebut dapat dianalogikan seperti 
orang yang mengeluarkan madu dari sarangnya, mengeluarkan pendapat terbaiknya saat 
berdialog untuk mencapai manisnya kesepakatan bersama dengan dialektika yang 
lembut, tanpa menyinggung perasaan mitra bicara seperti lembutnya madu saat 
diminum. 
Menurut beberapa ahli, al-syūra memiliki beragam makna terminologi, antara 
lain: Pertama, pendapat al-Ashfahani yang menyatakan bahwa al-syūra atau 
musyawarah adalah tukar pendapat antara seseorang dan yang lainnya. Kedua, pendapat 
Ibnu Arabi.  Menurutnya musyawarah adalah berkumpul satu sama lain untuk 
membicarakan permasalahan yang diiringi dengan opsi-opsi pendapat. Dan ketiga, 
pendapat salah seorang pemikir kontemporer. Ia berpendapat bahwa musyawarah adalah 
mengumpulkan pendapat para pakar untuk mendapatkan kesimpulan yang paling 
mendekati kebenaran bagi satu permasalahan (Abdul Manan 2013). Lebih konkretnya, 
al-syūra merupakan landasan utama bagi umat Islam dalam merumuskan beragam 
persoalan yang meyangkut urusan agama dan dunia. 
Perkembangan implementasi al-syūra sejak Nabi saw. hingga era dinasti Islam 
memang tidak memiliki konsep yang baku.  Prinsip al-syūra  masuk dalam bentuk 
kelembagaan yang konkrit terjadi pada kurun waktu abad ke-9 masehi.  Pada masa itu 
al-syūra  menjadi sebuah forum formal untuk meminta pendapat para ahli al-syūra  atau 
yang disebut ahl al-‘aqd (orang-orang yang memilih penguasa).  Proses dari konsultasi 
ini menghasilkan dua substansi hukum, yaitu hukum mengikat (al-syūra  mulzimah) dan 
tidak mengikat (ghairu mulzimah) (Lukman Santoso 2013). 
Realisasi majelis al-syūra  dalam konteks negara modern juga disebut lembaga 
konstitutif.  Lembaga ini mewakili kewenangan untuk mengamandemen konstitusi suatu 
negara.  Hanya tiga negara di dunia yang mempunyai lembaga konstitutif permanen 
yaitu Indonesia, Iran, dan Perancis.  Lembaga ini di Indonesia, dibentuk berdasarkan 
UUD 45 pasal 1, 2, dan 3 yaitu MPR.  Di Iran lembaga ini disebut shura Ne Gahdan 
(Dewan Pelindung Konstitusi).  Sementara lembaga ini di Perancis dikenal dengan 
Contitutionel (Dewan Konstitusi). Inti yang melandasi pemikiran tentang konsepsi 
lembaga perwakilan di dalam Islam ini adalah suatu kenyataan bahwa tidak semua 
umatnya memerintah secara langsung.  Hal ini membawa makna bahwa di dalam Islam 
dikenal dengan mekanisme perwakilan kendatipun dengan nilai dan isi yang berlainan 
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dengan konsepsi dari Barat.  Sehingga secara filosofis dapat dipahami bahwa Islam 
sebagai sebuah ajaran tidak hanya semata-mata mengatur persoalan akhirat tetapi juga 
persoalan dunia.  Inilah yang diteladani oleh para founding father Indonesia, dengan 
mentradisikan al-syūra dalam perumusan konstitusi Indonesia melalui panitia sembilan 
dan melembagakan al-syūra untuk mengakomodasi aspirasi dan kehendak rakyat.  
Rumusan tersebut dapat dicermati pada sila keempat Pancasila dan pembukaan  UUD 
1945.  Hal ini juga dapat ditelaah pada sejarah dan kelembagaan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Lukman 
Santoso 2013). 
Sebagai konsep dalam bernegara, al-syūra  pada dasarnya mempunyai prinsip-
prinsip yang harus dilaksanakan.  Prinsip tersebut sudah pasti sejalan dengan ajaran-
ajaran Islam yang berlandaskan dengan nilai-nilai moral.  Nilai ini menjadi keniscayaan 
bahkan sebuah kewajiban untuk membangun peradaban negara yang baldatun 
thayyibatun wa rabbun ghafūr layaknya sistem pemerintahan pada masa Nabi 
Muhammad SAW.. Nilai-nilai tersebut antara lain: Musyawarah (mutual consultation), 
Keadilan (justice), Kesetaran (freedom), Kesetaraan (equality), Pertanggungjawaban 
pemimpin dan Pengawasan rakyat (Afifuddin Manjur 2017). 
Menurut Hamka, walaupun secara khusus Nabi Muhammad SAW. tidak 
berwasiat tentang bentuk dan susunan kenegaraan, tidak meninggalkan gelar yang 
berhubungan dengan kepala negara, parlemen, atau majelis tinggi.  Akan tetapi pesan 
pokok yang diajarkan al-Qur’an untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat atau 
jamaah hingga menjadi negara, adalah sebuah konsep yang dinamakan al-syūra , 
sehingga Islam sejatinya tidak menentukan bentuk negara tertentu.  Setiap negara 
berhak menentukan bentuk pemerintahannya dengan bebas sesuai kondisi 
masyarakatnya. Alasan Hamka atas pendapatnya ini didasarkan atas dua hal:Pertama, 
Manusia adalah khalifah, Tuhan memberikan kebebasan berfikir dalam menentukan 
persoalan dunianya.Kedua, Saat Rasulullah SAW. wafat, beliau tidak menentukan siapa 
yang menjadi calon penggantinya, persoalan tersebut diserahkan kepada Sahabat 
melalui pedoman al-syūra sebagai prinsip utama dalam menjalankan bentuk 
pemerintahan (Akmal R.G Hsb dan Agustina 2019). 
Sebagaimana salah satu prinsip al-syūra yang menjamin suara rakyat atau 
pengawasan rakyat atas pemerintahannya, Hamka berpendapat bahwa umat Islam 
dilarang mentaati peraturan dari pemimpin atau penguasa jika peraturan tersebut 
bertentangan dengan perintah Allah SWT. Hamka mendasarkan pendapatnya pada surah 
al-A’raf ayat 3 (Hamka 2020): 
ا تَذَكَُّروْ  بُِِّكْم َوََل تَتَّبِعُْوا ِمْن ُدْونِه اَْوِليَۤاَءَۗ قَِلْيًلا مَّ ْن رَّ  َن اتَّبِعُْوا َمآ اُْنِزَل اِلَْيُكْم ِمِّ
Terjemahan:“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan 
janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat 
sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).”  (Q.S al-A’raf: 3) 
Bagi Hamka, tujuan dari pembentukan sebuah pemerintah adanya konsepsi dasar 
tentang penegakkan keadilan.  Bagi Hamka, negara dalam Islam merupakan alat untuk 
melaksanakan hukum kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, di mana kebenaran 
dan keadilan yang mutlak hanyalah miilik Allah SWT.  Pendapat Hamka ini tampaknya 
mirip dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mendambakan penegakkan keadilan begitu 
kuat dalam pemerintahan.  Bedanya, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemimpin yang 
adil walaupun tidak beragama Islam lebih baik daripada pemimpin yang tidak adil tetapi 
beragama Islam. 
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Selain penegakkan keadilan dalam suatu pemerintahan yang oleh Hamka sendiri 
merupakan jalan yang esensial,  Hamka adalah seseorang yang sangat menentang dan 
menolak paham ideologi sekularisme, kapitalisne dan komunisme yang menurutnya 
mencoba meninggalkan serta memisahkan agama dari setiap hal yang berkaitan dengan 
negara (Akmal R.G Hsb dan Agustina 2019).  Pemahaman demikian terbentuk lantaran 
Hamka khawatir dengan dinamika politik Indonesia yang terjadi pada masa orde lama, 
di mana Hamka melihat ada upaya strategis dari pemerintah yang menginginkan agar 
kelompok politik Islam dapat disingkirkan dari percaturan politik kala itu. Dengan 
demikian, menurut Hamka, poin terpenting dari terintegrasinya negara dan masyarakat 
adalah adanya konsepsi substansial tentang al-syūra atau musyawarah. Dalam 
mengemukakan pendapat, Hamka lebih cenderung pada upaya internalisasi al-syūra  
pada negara dan masyarakat, terlepas dari negara dan masyarakat itu menganut sistem 
apapun dalam bernegara. Ini artinya Hamka tidak memaksakan suatu sistem 
pemerintahan yang harus dianut oleh negara demi melaksanakan dan menerapkan al-
syūra .  Pendapat Hamka ini berbeda dengan para pakar politik Islam yang menganggap 
bahwa pelaksanaan al-syūra dalam suatu kekuasaan harus disertai dengan penerapan 
syariat Islam secara komprehensif. 
 
Karakteristik Tafsir al-Azhar 
Secara umum, Tafsir al-Azhar karya Hamka masuk dalam kategori tafsir era 
reformatif dengan nalar kritis-transformatif.  Berbicara tentang era tafsir tersebut, tafsir 
era reformatif pada perkembangannya dimulai dengan tokoh-tokoh Islam, seperti 
Sayyid Ahmad Khan dengan karyanya Tafhīm al-Qur’an dan Muhammad Abduh 
dengan karyanya al-Manar.  Mereka terpanggil melakukan kritik terhadap produk-
produk penafsiran para ulama terdahulu yang dianggap tidak lagi relevan.  Pada bagian 
mukadimah Tafsir al-Azhar, Hamka dengan jelas mengakui kekagumannya terhadap 
Tafsir al-Manar yang dijadikannya sebagai salah satu referensi pada Tafsir al-Azhar, 
bahkan Hamka mengakui bahwa Tafsir al-Manar adalah tafsir yang menarik hatinya 
untuk dijadikan contoh (Hamka 2012). Sehingga terlihat bahwa Hamka adalah tokoh 
Islam Indonesia yang dalam sejarahnya termasuk bagian dari tokoh tafsir pada era 
reformatif (Abdul Mustaqim 2012). 
Sebagai contoh, ketika Hamka menafsirkan surah al-Baqarah ayat 195 mengenai 
jihād fī sabīlillah, ia menceritakan kisah Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh 
Jenderal Sudirman dan tentara Hizbullah saat berjihad fī sabīlillah melawan penjajah.  
Dalam surah yang sama, yakni ayat 209 yang berbicara tentang perintah Allah agar 
tidak mengikuti langkah-langkah setan, Hamka menjelaskan ayat tersebut dengan 
mengaitkannya pada negara-negara Muslim tertentu atau individu yang menolak 
perintah Allah dengan mencontohkan Kemal Attaturk, pemimpin sekuler Turki (Tim 
Historia 2018). 
Quraish Shihab menyebut bahwa Tafsir al-Azhar  merupakan tafsir yang 
bercorak adābul ijtimā’i (Tim Historia 2018), yakni suatu corak tafsir yang 
menginginkan agar dengan corak tersebut dapat menggerakkan manusia kepada hidayah 
al-Qur’an atau dengan bahasa lain, mewujudkan fungsi al-Qur’an sebagai hidayah bagi 
manusia melalui eksplorasi gagasan yang harus digali dari ungkapan-ungkapan al-
Qur’an (ta’bīr al-Qur’an) yang maknanya direkonstruksi setepat-tepatnya.  Melalui 
eksplorasi dan rekonstruksi tersebut diharapkan tafsir al-Qur’an dapat diaplikasikan 
sebagai pedoman masyarakat (Syukron Affani 2019). Selain itu, Tafsir al-Azhar 
termasuk dalam kategori tafsīr bi al-ra’yi, yaitu bentuk tafsir dengan menggunakan 
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metode ijtihad sang penafsir saat memaknai ayat-ayat al-Qur’an dengan bersandar 
kepada ilmu-ilmu ushul, baik dari ilmu lughah atau ilmu syar’i dan juga ulumul Qur’an.  
Penggunaan tafsīr bi al-ra’yi ini berdasarkan firman Allah SWT: “Maka tidaklah 
mereka menghayati al-Qur’an, ataukah hati mereka sudah terkunci?” (Q.S 
Muhammad: 24) (Abu Nizhan 2008). Kendati demikian, Hamka tidak seluruhnya 
menggunakan rasionalitas dalam memaknai ayat-ayat al-Qur’an. Hamka juga 
menggunakan sumber periwayatan dari Hadis untuk menafsirkan al-Qur’an.  Sehingga 
dengan demikian, Tafsir al-Azhar adalah karya tafsir yang tersusun atas kombinasi 
tafsīr bi al-ma’tsūr dan tafsīr bi al-ra’yi. Akan tetapi, karena penafsiran-penafsiran 
Hamka lebih dominan pada penggunaan al-ra’yi, maka Baidan mengklarifikasikan 
Tafsir al-Azhar sebagai tafsir yang menggunakan bentuk tafsīr bi al-ra’yi (Malkan 
2009). 
Untuk manhaj atau metode sendiri, Hamka menggunakan metode tahlili 
(analitis) dalam karyanya Tafsir al-Azhar.  Metode tahlīlī adalah metode penafsiran al-
Qur’an yang bertumpu pada sistematika susunan mushaf yang disertai dengan beragam 
aspek pembahasan, seperti aspek asbābun nuzūl, munasabah, kosakata, susunan kalimat 
dan sebagainya. (Ratnah Umar 2015). 
Adapun sumber rujukan tafsir yang digunakan Hamka diantaranya: Tafsir al-
Thabari karya Ibn Jarir al-Thabari, Tafsir ibn Katsir, Tafsir a-Razi, Lubab al-Ta’wil fi 
Ma’ani al-Tanzil, Tafsir al-Nasafi-Madariku al-Tanzil wa Haqa’iqu al-Ta’wil karya al-
Khazi, Fath al-Qadir, Nailu al-Athar, Irsyad al-Fuhul (Ushul Fikih) karya al-Syaukani, 
Tafsir al-Baghawi, Ruhul Bayan karya al-Alusi, Tafsir al-Manar karya Sayyid Rasyid 
Ridha, Tafsir al-Jawahir karya Thanthawi Jauhari, Tafsir fi Zhilal al-Qur’an karya 
Sayyid Quthb, Mahasin al-Ta’wil karya Jamaluddin al-Qasimi, Tafsir al-Maraghi karya 
Syekh al-Maraghi, Al-Mushaf al-Mufassar karya Muhammad Farid Wajdi, Al-Furqn 
karya A. Hassan, Tafsir al-Qur’an karya bersama H. Zainuddin Hamidi dan Fahruddin 
H.S, Tafsir al-Qur’anul Karim karya Mahmud Yunus, Tafsir an-Nur karya T.M Hasbi 
as-Shiddiqie, Tafsir al-Qur’anul Hakim karya bersama H.M Kassim Bakri, Muhammad 
Nur Idris, dan A.M Majoindo, Al-Qur’an dan Terjemahan Depag RI, Tafsir al-Qur’anul 
Karim karya Hilmi Zadah Faidhullah al-Hasani, Fath al-Bari karya Ibn Hajar ‘Asqalani, 
Sunan Abu Daud, Sunan al-Tirmidzi, Riyadh al-Shalihin, Syarh al-Muhadzdzab karya 
Syekh Nawawi, Al-Muwaththa karya Imam Malik, Al-Umm dan al-Risalah karya Imam 
Syafi’i, Al-Fatawa, Al-Islam ‘Aqidah wa al-Syari’ah karya Syekh Muhammad Syalthut, 
Subuhussalam fi Syarh Buluq al-Maram karya Amir ash-Shan’ani, Al-Tawassul wa al-
Wasilah karya Ibn Taimiyah, Al-Hujjatul Balighah karya Syah Waliyullah al-Dihlawi, 
dan lain-lain. Untuk sistematika penafsiran, Hamka dalam tafsirnya menggunakan 
model penafsiran mushafī, yaitu penafsiran yang berpedoman pada tartib mushaf 30 juz 
yang dimulai dari surah al-Fatihah sampai surah al-Nas (Husnul Hidayati 2018). 
Dalam menyajikan format penafsiran, Hamka menempuh beberapa langkah, 
yaitu: Pertama, menyebut nama surah dan artinya, nomor urut surah dalam susunan 
mushaf, jumlah ayat dan tempat diturunkannya surah.  Kedua, mencantumkan empat 
sampai lima ayat (disesuaikan dengan tema atau kelompok ayat) dengan teks arab, yang 
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia-Melayu.  Ketiga, Hamka 
memberikan kode “pangkal ayat” dan “ujung ayat” ketika sudah terjun dalam dialektika 
tafsir, ini digunakannya untuk memberikan kemudahan pembaca.  Hal ini dapat dilihat 
pada contoh penafsirannya dalam surah al-Naba ayat 4 (Husnul Hidayati 2018): 
“Jangan!” (pangkal ayat 4), Artinya tidaklah ada perlunya 
dipertengkarkan atau mereka tanya-bertanya dalam soal yang besar itu, 
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karena; “Kelak mereka akan tahu.” (ujung ayat 4).  Tegasnya kalau 
mereka bertengkar atau bertanya-tanya dalam persoalan yang besar itu, 
sehingga keputusan tidak ada, namun akhir kelaknya mereka pasti akan tahu 
juga, atau segala yang mereka tanya-bertanyakan itu tidak lama lagi pasti 
menjadi kenyataan, karena ketentuan yang digariskan oleh Allah, tidak ada 
tenaga manusia yang dapat menahannya. 
Sedangkan mengenai langkah penafsiran, Hamka telah sukses 
mendemonstrasikan keilmuannya yang diterapkan dalam kaidah-kaidah penafsirannya.  
Berikut langkah-langkah penafsiran yang dilakukan Hamka: Pertama, menerjemahkan 
ayat secara utuh di setiap pembahasan; Kedua, memberikan penjelasan masing-masing 
nama surah dalam al-Qur’an disertai dengan penjelasannya yang komprehensif; Ketiga, 
memberikan tema besar ketika ingin membahas tafsiran terhadap kelompok ayat yang 
menjadi sajian; Keempat, kegiatan penafsiran dilakukan dengan menjelaskan butiran 
per-ayat sesuai dengan kelompok ayat yang sudah ditentukan; Kelima, menjelaskan 
munāsabah antar ayat dengan ayat lainnya, juga terkadang mengemukakan korelasi 
antar surat; Keenam, menjelaskan asbābun nuzūl jika ada.  Dalam pemaparannya, 
Hamka memberikan beragam riwayat asbābun nuzūl, meskipun tekadang Hamka tidak 
memberikan klarifikasi atas asbābun nuzūl tersebut; Ketujuh, memperkuat 
penjelasannya dengan menyitir ayat lain atau Hadis Nabi SAW. yang memiliki 
kandungan makna yang sama terhadap ayat yang dibahas; Kedelapan, memberikan 
butiran-butiran hikmah atas satu persoalan yang dianggapnya krusial dalam bentuk 
poiners; Kesembilan, mengaitkan makna dan pemahaman ayat dengan problematika 
sosial-kemasyarakatan secara kekinian; Dan kesepuluh, memberikan kesimpulan pada 
setiap akhir pembahasan penafsiran (Husnul Hidayati 2018). 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Tafsir al-Azhar merupakan karya 
gemilang dari seorang tokoh mufasir Indonesia. Kegemilangan karya Hamka ini 
menjadi titik bilik dari arus jernih penafsiran al-Qur’an di Nusantara, mengingat pada 
periode itu hanya sedikit karya tafsir yang memiliki corak tanpa bias madzhab. Adapun 
setelah periode kemunculan Tafsir al-Azhar, gelombang penafsiran al-Qur’an di 
Indonesia kian merebak, hal ini terlihat dengan banyaknya bermunculan karya-karya 
tafsir dari mufasir-mufasir Indonesia, baik karya itu berupa tafsir tahlili yang 
menjabarkan seluruh isi al-Qur’an, atau tafsir maudhu’i yang mengupas sebuah konsep 
di dalam al-Qur’an secara tematik yang dipublikasikan pada artikel maupun jurnal. 
 
Analisis terhadap Penafsiran Ayat-Ayat al-Syūra Hamka 
Apa yang dilakukan oleh Hamka dalam menafsirkan al-Qur’an sebenarnya  
selaras dengan konsep dan gagasan penafsiran Hasan Hanafi, yakni hermeneutica sacra.  
Menurut Hasan Hanafi, konsep hermeneutica sacra dibangun melalui tiga elemen dasar.  
Pertama, historical criticism, sebuah proses hermeneutis untuk  menentukan autentitas 
teks.  Kedua, teori interpretasi yang bertugas untuk makna teks dan membuatnya 
rasional.  Proses kedua ini biasanya disebut editic consciousness (kesadaran editik).  
Ketiga, practical consciouness (kesadaran praksis) yang merupakan proses untuk 
merealisasi makna teks sebagaimana yang dipahami tahap kedua. Tiga elemen ini 
bersifat praksis karena membawa makna teoritis menjadi tindakan dan membawa wahyu 
kepada tujuan akhirnya dalam kehidupan manusia (Hasan Baharun, dkk 2011). 
Proses penafsiran dengan nuansa hermeneutis terlihat jelas saat Hamka 
melakukan suatu penakwilan terhadap kata-kata dalam al-Qur’an.  Dalam penjelasan 
tentang masalah antropomorfisme, Hamka melakukan penafsiran yang sama dengan 
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penafsiran yang diberikan oleh kelompok rasional dalam empat kasus, yakni 
memberikan takwil terhadap kata wajh, yad, yamīn dan jā’a rabbuka.  Hamka tidak 
memahami kata-kata tersebut dalam makna harfiahnya, tetapi dalam makna metaforis 
seperti yang dilakukan oleh golongan rasional.  Kata wajh diberi takwil dengan “dzat 
dan ridha Allah SWT”.  Kata yad diberi takwil dengan “kekuasaan dan restu Allah 
SWT”.  Kata yamin diberi takwil dengan “hakikat dan kodrat Ilahiyat yang mutlak”.  
Sedangkan kata jā’a rabbuka diberi takwil dengan “telah datang ketentuan Tuhan” atau 
“telah datang perintah Tuhan”.  Oleh sebab itu, data ini menguatkan kesimpulan bahwa 
Hamka mempunyai kecenderungan yang sangat kuat  dalam menganut paham 
penafsiran yang beraliran rasional, khususnya pada persoalan antropomorfisme yang 
mana rasionalitas Hamka dalam menafsirkan persoalan antropomorfisme itu mirip 
dengan gagasan hermeneutica sacra Hasan Hanafi (M. Yunan Yusuf). 
Keberadaan faktor hermeneutis dalam penafsiran Hamka, membuat Hamka 
berlaku akomodatif terhadap penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan 
(Triyana Harsa 2009).  Hal ini sudah sewajarnya dilakukan Hamka, mengingat Hamka 
memberikan ruang yang bebas dalam berpikir dan bernalar terhadap penafsirannya.  
Selain itu, sebagaimana hermeneutika yang dikembangkan Hasan Hanafi, Hamka 
memasukkan penemuan-pemuan baru terhadap tafsirnya karena kondisi logis dari corak 
penafsiran hermeneutika yang tidak melupakan perkembangan ilmu pengetahuan, sosial 
waktu dan tempat, serta kondisi logis dari ideologi modernis-reformis yang dianut 
Hamka.  Ini bisa dilihat pada penafsiran Hamka terhadap surah al-Baqarah ayat 233 
(Hamka): 
َضاَعةَ َۗ َوَعلَى  َواْلٰوِلٰدُت يُْرِضْعَن اَْوََلَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلَمْن اََراَد اَْن يُّتِمَّ الرَّ
ََل الْ  ُوْسعََها ۚ  اَِلَّ  نَْفٌس  تَُكلَُّف  ََل  بِاْلَمْعُرْوِفَۗ  َوِكْسَوتُُهنَّ  ِرْزقُُهنَّ  لَٗه  َمْولُْوِد 
تَُضۤارَّ َواِلَدةٌ ۢبَِولَِدَها َوََل َمْولُْوٌد لَّٗه بَِولَِدٖه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل ٰذِلَك ۚ فَِاْن اََراَدا 
ْنُهَما ِمِّ تََراٍض  َعْن  اَْن   فَِصاَلا  اََرْدتُّْم  َعلَْيِهَما ََۗواِْن  ُجنَاَح  فًََل  َوتََشاُوٍر 
َواتَّقُوا  بِاْلَمْعُرْوِفَۗ  ٰاتَْيتُْم  آ  مَّ َسلَّْمتُْم  اِذَا  َعلَْيُكْم  ُجنَاَح  فًََل  اَْوََلَدُكْم  ا  تَْستَْرِضعُْوٓ
َ بَِما تَْعَملُْوَن بَِصْيرٌ  ا اَنَّ ّٰللاه َ َواْعلَُمْوٓ  ّٰللاه
Terjemahan: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.  Dan kewajiban 
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.  
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.  Jangan seorang ibu 
menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) 
karena anaknya.  Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.  Apabila 
keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara 
keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.  Dan jika kamu ingin 
menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 
memberikan pembayaran dengan cara yang patut.  Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 
(QS al-Baqarah:233). 
“Seorang sarjana kenamaan Dr. Paul Gyorgy, mengatakan dalam 
uraiannya bahwa: “Air susu ibu manusia adalah untuk bayi manusia, dan 
air susu sapi adalah untuk sapi!”Dikemukakannya pendapat tersebut di 
atas adalah sehubungan dengan adanya kenyataan bahwa penggunaan air 
susu ibu untuk anak manusia dewasa ini mulai kurang populer.  Bahkan di 
negara-negara yang berkembang, antara lain disebutkan Indonesia, 
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Philipina, Brazil, Costa Rica, Libya dan lain-lain, lebihkurang 80% sampai 
90% dari bayi-bayi yang mendapat susu dari ibunya sendiri selama kurang 
lebih sepuluh bulan, kini juga sudah mulai berkurang. Bahkan di negara-
negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat misalnya, di sana cuma 12 
sampai 25% saja anak-anak bayi yang menerima susu dari ibunya sendiri.  
Kebanyakan mereka mendapatkan susu berdasarkan resep-resep yang 
diberikan oleh dokter untuk mengganti susu ibunya.Padahal dikatakan oleh 
sarjana tersebut bahwa penggunaan susu yang bukan susu ibunya bagi 
anak-anak bayi mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang sangat 
membahayakan bagi kesihatan si bayi.Demikian saran dari sarjana Dr. 
Paul, seorang professor dalam pediatrics pada Rumahsakit Umum di 
Philadelphia.  Semoga pernyataan tersebut mendapat perhatian dari ibu-
ibu di Indonesia, bahwa sesungguhnya: “Susu manusia adalah untuk 
manusia dan susu sapi adalah untuk anak sapi.” (Disalin dari majalah 
Selecta no. 257: Penjuru Angin).” 
Pada penafsiran Hamka di atas, terlihatlah kepiawaian Hamka terhadap 
penguasaan ilmu sains kala itu. Sehingga, penafsiran yang dikemukakan Hamka betul-
betul menyoroti persoalan yang sedang terjadi.  Ini berbeda pada produk penafsiran 
klasik yang sarat akan nuansa kepentingan madzhab dan lebih mementingkan unsur 
teologis dalam penafsiran serta melupakan aspek objektivitas ilmu pengetahuan.  
Kepiawaian Hamka terhadap ilmu pengetahuan di dalam Tafsir al-Azhar sebenarnya 
adalah buah dari inspirasi yang didapatkannya pada Tafsir al-Manar. Namun inspirasi 
terhadap Tafsir al-Manar itu bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan sains Hamka.  
Sebagaimana yang kita ketahui, Hamka semenjak remajanya sangat gemar membaca 
dan mendalami buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan umum, bukan hanya 
pengetahuan agama saja. 
Lebih daripada itu, di samping kepiawaian Hamka terhadap pengetahuan sains, 
Hamka juga gemar menjabarkan penafsiran ayat dengan mencantumkan cerita sejarah 
ataupun suatu kisah yang berhubungan dengan ayat yang dibahas, baik kisah itu berasal 
dari kisah sejarah Islam, atau kisah di luar sejarah Islam.  Di sinilah letak konsistensi 
Hamka terhadap corak tafsirnya adābul ijtimā’i (sosiologis-historis). Mengenai cerita 
sejarah yang dikutip Hamka saat melakukan penafsiran pada surah al-Baqarah ayat 233 
tentang air susu ibu, Hamka  mencantumkan kisah Ratu Elizabeth II (Hamka): 
“Sebab itu maka susu ibulah yang terutama. Khabarnya konon, Ratu 
Elizabeth ke II, ratu besar dari Kerajan Inggeris, tetap menyusukan putera 
puterinya.  Kecuali kalau sakit, niscaya apa boleh buat, dipakailah susu 
sapi atau susu kambing.  Tetapi kalau hanya menuruti lagak perempuan 
moden, yang takut susunya akan lisut, atau kempes, lalu enggan 
menyusukan anaknya, nyatalah bahwa jalan fikiran perempuan itu tidak 
lagi dari lingkungan agama.” 
 
Allah SWT berfirman pada surah Ali Imran ayat 159: 
َن  ْوا ِمْن َحْوِلَك ۖ فَبَِما َرْحَمٍة مِِّ ِ ِلْنَت لَُهْم ۚ َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغِلْيَظ اْلقَْلِب ََلْنفَضُّ ّٰللاه
 َۗ ِ فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِى اَْلَْمِرۚ فَِاذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ّٰللاه
ِلْينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِِّ  اِنَّ ّٰللاه
Terjemahan: “Maka berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku 
lemah lembut terhadap mereka.  Sekiranya engkau bersikap keras dan 
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berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.  Karena itu 
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.  Kemudian, apabila 
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.  
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.  (QS Ali Imran: 159). 
Allah SWT berfirman pada surah al-Syura ayat 38: 
ا   َواَْمُرُهْم ُشْوٰرى بَْينَُهْمۖ َوِممَّ
ٰلوةَۖ َوالَِّذْيَن اْستََجابُْوا ِلَربِِِّهْم َواَقَاُموا الصَّ
 َرَزْقٰنُهْم يُْنِفقُْوَن ۚ 
Terjemahan: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka.” (QS Asy-Syura: 38). 
Dalam tafsirnya, pada ketika menjelaskan surah Ali Imran ayat 159 mengenai 
ajakan bermusyawarah, Hamka membuat bab tersendiri tentang al-syūra  atau 
musyawarah dengan nama bab “Syura Sebagai Sendi Masyarakat Islam”.  Pada bab ini 
Hamka menjelaskan isu seputar al-syūra  sebagai sistem yang konkret dalam urusan 
keduniaan khususnya persoalan negara.  Namun bagi penulis, bab ini lebih banyak 
menguraikan sejarah pertumbuhan al-syūra  mulai zaman Nabi Muhammad SAW. 
sampai zaman sekarang.  Penguraian terhadap sejarah pertumbuhan pada bab ini dirasa 
hampir melebihi setengah pembahasan pada bab tersebut.  Akibatnya, persoalan ataupun 
tema yang dibahas tidak diungkapkan secara baik dan utuh (Faizal Amin 2017), bahkan 
cenderung bertele-tele.  Terlepas dari kondisinya yang bertele-tele, ada beberapa poin 
substansial pada bab “Syura Sebagai Sendi Masyarakat Islam” yang bagi penulis 
relevan dengan persoalan al-syūra .  Adapun poin substansial itu terdapat pada 
statement Hamka berikut (Hamka): 
“Dengan ayat yang tengah kita tafsirkan ini yang didahului pula oleh 
ayat 38 Surat 42 (as-Syura), jelaslah bahwa Syura atau musyawarat jadi 
pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam.  Inilah dasar 
politik pemerintahan dan pimpinan negara, masyarakat dalam perang 
dan damai, ketika aman atau ketika terancam bahaya.” 
Pendapat Hamka di atas adalah persoalan dasar al-syūra yang harus diterapkan 
dalam sebuah negara dan pemerintahan. Kendati demikian, pendapat Hamka itu 
mengkristalisasikan bahwa penegasan al-syūra ditujukan kepada negara Islam. 
Meskipun Hamka dengan pendapatnya ini menegaskan negara Islam harus 
menggunakan sistem al-syūra , namun Hamka tidak mengkhususkan al-syūra kepada 
negara Islam saja. Selain negara Islam, al-syūra sejatinya harus dilaksanakan dan 
diterapkan bagi seluruh negara dan pemerintahan. Hal ini terlihat pada poin penafsiran 
Hamka di bawah ini (Hamka): 
“Pertumbuhan Syura Islami itu hampir sama jugalah dengan 
pertumbuhan demokrasi pada kota-kota Yunani purbakala. Demokrasi 
sudah ada sejak semula. Tiap kota mempunyai demokrasi sendiri dan 
semua orang berhak menghadiri pertemuan serta mengeluarkan 
pendapat. Kemudian demokrasi itupun boleh berkembang menurut 
perkembangan zaman dan tempat, ruang dan waktu.  Rasulullah s.a.w 
tidaklah meninggalkan wasiat politik yang terperinci tentang teknik cara 
bagaimana menyusun Syura itu.” 
Pada poin ini, Hamka menyatakan bahwa al-syūra  dan demokrasi mempunyai 
titik sejarah yang berbeda.  Kalau demokrasi muncul pertama kali pada peradaban 
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Yunani kuno, sedangkan al-syūra lahir dalam nuansa syariat Islam. Terlepas dari 
demokrasi dan al-syūra mempunyai titik sejarah yang berbeda, dalam pendapat ini 
Hamka terlihat menganilisis persoalan al-syūra dan demokrasi sebagai sebuah sistem 
yang sama-sama menerima perkembangan waktu dan tempat dalam pelaksanaannya. Ini 
artinya, menurut Hamka, unsur-unsur dalam sistem al-syūra  dan demokrasi bisa saja 
berubah tergantung kondisi perkembangan ilmu pengetahuan, zaman dan tempat 
penerapannya. Selain itu, poin Hamka ini  mengindikasikan bahwa al-syūra dan 
demokrasi memiliki kesamaan. 
Poin substansial selanjutnya (Hamka): 
“Apakah zaman sekarang ini kita akan mengadakan Pemilihan Umum dan 
Majlis Permusyawaratan Rakyat? Apakah kita akan mengadakan Dewan 
Perwakilan Rakyat? Apakah kita akan mengadakan Dewan Pertimbangan 
Agung? Apakah kita akan mengadakan Dewan Senat? Apakah sebagai 
pelaksana tetap (eksekutif) kita akan mengadakan Dewan Menteri atau 
Kabinet? Atau apakah semuanya itu akan kita rombak dan dicarikan nama 
yang baru? Bukankah itu yang jadi soal; dan al-Qur’an atau Hadis tidaklah 
mencampuri hal itu secara mendalam dan terperinci. Yang penting ialah 
adanya pokok pegangan. Yaitu dalam masyarakat mesti selalu ada Syura. 
Masyarakat Islam, berdasarkan kepada yang tengah kita tafsirkan ini 
didahului oleh ayat 38 Surat as-Syura itu telah menanamkan dasar 
(prinsip), bahwa masyarakat dan bernegara wajib bermusyawarat. 
Demikian hendaknya sejak dari desa kecil, desa besar, kota ataupun 
negara, bahkan satu jamaah kecil pada satu lorong di tengah kota. Sebab 
itu sangatlah jauh dari inti kehendak Islam suatu masyarakat yang hanya 
dipengaruhi oleh satu orang. Satu Lurah yang laksana dewa dalam 
desanya, atau Gubernur yang laksana raksasa dalam daerahnya atau satu 
Kepala yang memerintah dengan kehendak sendiri, dikelilingi oleh penjilat-
penjilat yang hanya mengiya-iyakan apa yang beliau kehendaki. Oleh sebab 
itu sebagian besar ahli Tarikh Islam sejak zaman dahulu sampai sekarang 
menyalahkan Mu’awiyah yang membekukan Syura Islam untuk kepentingan 
dirinya sendiri untuk mendirikan dinasti keturunan Umaiyah.” 
Ketegasan Hamka pada pendapatnya ini terlihat pada statement Hamka yang 
mewajibkan pelaksanaan al-syūra dalam sebuah pemerintahan. Dalam mewajibkan al-
syūra , Hamka tidak merumuskan sistem baku dalam pelaksanaan al-syūra . Boleh jadi, 
bagi Hamka, al-syūra diterapkan dengan menggunakan sistem pemilihan umum, majelis 
permusyawaratan dan lain-lain. Konsep penerapan al-syūra  yang tidak baku, menurut 
Hamka, dikarenakan al-Qur’an dan Hadis tidak pernah membahas al-syūra secara detail 
dan terperinci. Hal ini memungkinkan setiap masyarakat dan warga negara untuk 
memilih sistem apapun yang cocok digunakan dalam menerapkan al-syūra . Selain itu, 
Hamka dalam penafsirannya ini menolak secara tegas bentuk-bentuk kekuasaan yang 
menginginkan legitimasi status quo. 
Kondisi penafsiran Hamka yang cenderung bertele-tele merupakan efek logis 
dari Tafsir al-Azhar sendiri yang menggunakan metode tahlīlī. Metode tahlili ini 
memungkinkan para mufasir untuk menguraikan seluruh aspek yang berkaitan dengan 
ayat yang akan ditafsirkan, namun penguraian yang dilakukan mufasir itu cenderung 
melebar, bahkan keluar dari substansi ayat.  Selain pembahasannya yang melebar, tafsir 
dengan metode tahlīlī memiliki kekurangan bahwa penafsiran yang dihasilkan 
cenderung parsial, maksud dari parsial di sini adalah penafsiran yang dilahirkan menjadi 
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sepotong-sepotong, apalagi kecenderungan parsial itu akan nampak jika  suatu 
penafsiran memiliki hubungan erat dengan suatu isu yang sedang dibahas, misalkan isu 
keadilan, tauhid, kesetaraan gender dan lain sebagainya.  Dalam Tafsir al-Azhar, 
kerapkali dijumpai penafsiran Hamka yang cenderung parsial.  Ini bisa dilihat pada 
penafsiran Hamka terhadap surah asy-Syura ayat 38 dan surah Ali Imran ayat 159 yang 
keduanya sama-sama mengandung isu al-syūra .  Pada surah Ali Imran ayat 159, 
diketika membahas seputar isu al-syūra , Hamka membuat bab tersendiri yang khusus 
membahas masalah al-syūra   dan pada bab itu pula Hamka sempat menyinggung surah 
asy-Syura ayat 38 secara ringkas.  Namun sebaliknya, pada ketika menafsirkan surah 
asy-Syura ayat 38, Hamka sama sekali tidak menyinggung surah Ali Imran ayat 159. 
Padahal antara surah Ali Imran ayat 159 dan surah Asy-Syura ayat 38, keduanya 
memiliki keterkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan.  Pemisahan yang dilakukan pada 
pembahasan dua ayat ini, justru menimbulkan pemahaman yang tidak utuh terhadap isu 
al-syūra. 
Dengan demikian, menurut Hamka, poin terpenting dari terintegrasinya negara 
dan masyarakat adalah adanya konsepsi substansial tentang al-syūra atau musyawarah. 
Dalam mengemukakan pendapat, Hamka lebih cenderung pada upaya internalisasi al-
syūra  pada negara dan masyarakat, terlepas dari negara dan masyarakat tersebut 
menganut sistem apapun dalam bernegara. Ini artinya Hamka tidak memaksakan suatu 
sistem pemerintahan yang harus dianut oleh negara demi melaksanakan dan 
menerapkan al-syūra .  Pendapat Hamka ini berbeda dengan para pakar politik Islam 
yang menganggap bahwa pelaksanaan al-syūradalam suatu kekuasaan harus disertai 
dengan penerapan syariat Islam secara komprehensif. 
 
Epistemologi al-Syūra Hamka : Antara Iman, Akal dan Kebebasan 
Pada bab terdahulu, telah dijelaskan bahwa Hamka merupakan kaum intelektual 
dari golongan modernis-reformis. Dari ideologi modernis-reformis ini, Hamka 
melahirkan bermacam-macam produk pemikiran khususnya persoalan tentang al-syūra .  
Pada sub-bab ini, penulis akan fokus pada disiplin al-syūra  perspektif Hamka yang 
melibatkan unsur filosofis dari iman, akal dan kebebasan yang dianut Hamka.  
Persoalan iman, akal dan kebebasan yang dianut Hamka ini secara otomatis 
mempengaruhi konsepsi dasarnya mengenai al-syūra .  Bahkan iman, akal dan 
kebebasan menjadi ruang epistemologi  Hamka dalam memaknai al-syūra . 
Dalam memaknai iman dan Islam, Hamka berpendapat bahwa iman adalah 
percaya dan Islam adalah menyerah dengan segala kerelaan hati.  Iman dan Islam akan 
timbul  setelah akal menemukan tujuan akhir dari sebuah pencapaian.  Oleh sebab itu,  
jika akal bertambah tinggi, maka bertambah pula pengetahuan.  Pengetahuan yang 
bertambah pada akhirnya akan meninggikan martabat iman dan Islam seseorang.  
Dalam mengemukakan pendapat ini, Hamka bersandar pada sabda Nabi SAW. (Hamka 
2018): 
“Tidaklah Allah menjadikan suatu makhluk pun yang lebih mulia atasnya 
daripada akal.” (HR. Tirmidzi). 
Selain dari Hadis, Hamka juga mengutip ayat al-Qur’an sebagai argumentasi logisnya: 
“... Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 
tidak mengetahui...” (Q.S az-Zumar: 9). 
Hamka menambahkan, jika persoalan iman dan Islam hanya diyakini sebagai 
persoalan yang baku dan kaku, maka keduanya belum dikatakan sempurna. Sekalipun 
iman dan Islam dipegang secara kokoh, bagaimana pun keduanya akan mudah goyah 
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sebab tidak ada pertahanan yang kokoh di dalam kesadaran jiwa. Inilah hal yang logis 
bahwa jika beragama hanya taklid semata, maka seseorang akan dengan mudah 
menuduh orang lain “kafir” jika orang lain itu memiliki pemahaman yang berbeda 
darinya (Hamka 2018). 
Dari tesis yang dikemukakan Hamka di atas, Hamka membangun satu narasi 
dari kontruksi keimanan bahwa iman timbul dari pendapat individual, pencarian 
kebenaran dan kesungguhan atas insafnya dan lemahnya diri dihadapan Allah SWT.  
Adapun iman yang timbul dari keyakinan “percaya sajalah”, maka akan 
melahirkansikap eksklusif dari pendapat orang lain yang berbeda.  Apabila kebekuan 
dan eksklusifitas timbul, maka beku pulalah pemahaman agamanya.  Inilah, menurut 
Hamka, yang dinamakan taklid. Taklid adalah musuh kemerdekaan akal (Hamka 2018). 
Apa yang dikemukakan Hamka mengenai keberadaan akal sebagai jalan untuk 
menuju kebenaran iman yang hakiki, sebenarnya telah muncul dalam pemikirannya 
Ibnu Taimiyah.  Bedanya, kalau Hamka menggunakan trem “akal”, sedangkan Ibnu 
Taimiyah menggunakan trem “fitrah”. Di dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, manusia 
sejatinya memiliki fitrah untuk memfilter kebenaran dan kebathilan secara alami. Sejak 
manusia dilahirkan, fitrah itu akan menjadi kekuatan yang mendorongnya mencari dan 
membutuhkan suatu kebenaran. Kekuatan fitrah itu semakin bertambah sesuai 
pertambahan ilmu yang bermanfaat. Setiap kali ilmu itu bertambah, maka 
pengetahuannya tentang pencipta akan bertambah dan begitu juga kecintaan dan 
keimanannya. Ini menjadi bukti bahwa jiwa manusia telah difitrahkan untuk mengetahui 
keberadaan Allah SWT (Ibnu Taimiyah 2004). 
Persoalan iman, akal dan kebebasan Hamka ini, pada akhirnya membawa 
implikasi pandangan Hamka terhadap konsep al-syūra. Meskipun dalam beberapa 
literatur terlihat jelas bahwa Hamka secara tegas menyatakan konsep al-syūra  harus 
menjadi landasan pokok dalam bernegara. Namun perlu diingat  pernyataan Hamka 
demikian tentu mengandung spesifikasi yang harus ditelusur ulang. Spesifikasi yang 
dimaksudkan di sini adalah sejauh mana iman, akal dan kebebasan Hamka akan 
berpengaruh besar terhadap konsep al-syūra  versinya Hamka. Menurut Hamka, 
sebagaimana penafsirannya yang terdahulu terhadap ayat-ayat al-syūra ,  menyatakan 
bahwa pelaksanaan al-syūra  bersifat dinamis, tidak terikat pada satu sistem kenegaraan 
apapun.  Semua sistem kenegaraan, baik demokrasi, monarki, kerajaan dan lain-lain 
dimungkinkan untuk menggunakan al-syūra sebagai langkah dalam pengambilan 
keputusan. Dari al-syūra  ini, sebuah negara akan terhindar dari sistem kekuasaan yang 
otoriter. 
Pernyataan yang diungkapkan Hamka demikian, senada dengan organisasi 
gerakan Islam, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hizbut Tahrir di Palestina, Jamaati 
Islami di Pakistan dan partai Masyumi di Indonesia.  Organisasi-organisasi ini sama 
sekali tidak  memperlihatkan sikap penolakan terhadap sistem politik modern, meskipun 
mereka tetap mengedepankan keberpihakan pada sistem politik Islam, khususnya al-
syūra .  Organisasi-organisasi ini memiliki pandangan yang positif terhadap konsep 
demokrasi, namun mereka tetap berharap dapat membentuk sebuah lembaga politik 
Islami seperti al-syūra . Penerimaan mereka terhadap demokrasi disebabkan mereka 
menginginkan sebuah konsep demokrasi yang diisi oleh nilai-nilai Islam, dimana 
sebuah negara mampu menjalankan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam. Ini 
berbeda dengan sebagian gerakan Islam yang menuntut pelaksanaan al-syūra harus 
ditegakkan melalui sistem khilafah (Syarifuddin Jurdi 2008). 
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Selain kesamaan Hamka terhadap Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hizbut Tahrir di 
Palestina, Jamaati Islami di Pakistan dan Partai Masyumi di Indonesia, pernyataan 
Hamka juga selaras dengan beberapa pemikiran tokoh-tokoh intelektual, seperti 
Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Ketiganya sepakat 
mengatakan keharusan adanya al-syūra dalam sebuah sistem pemerintahan. Namun 
antara Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mempunyai 
pendapat yang berlainan mengenai sistem negara yang harus dipakai dalam pelaksanan 
al-syūra . Berbicara tentang negara dan pemerintahan, Afghani berpendapat Islam 
menghendaki sebuah bentuk pemerintahan republik.  Sebab bentuk republik menjamin 
kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang. 
Menurut Afghani, di dalam negara republik, sejatinya yang berkuasa adalah undang-
undang dan hukum, bukan kepala negara. Kepala negara hanya memiliki kekuasaan 
untuk menjalankan undang-undang dan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif 
dalam menjamin kemaslahatan rakyat. Afghani tidak sepakat dengan pemerintahan  
absolut dan otokrasi yang tidak menjamin kebebasan pendapat, yang mana hanya raja 
atau kepala negara yang bebas bertindak. Keinginan Afghani akan pemerintahan 
republik yang demokratis adalah ketegasannya tentang keharusan kepala negara 
mengadakan al-syūra  dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang memiliki banyak 
pengalaman (J. Suyuthi Pulungan 2013). 
Berbeda dengan Afghani yang menginginkan bentuk pemerintahan republik, 
menurut Abduh, Islam tidak sama sekali menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Jika 
sistem khilafah masih tetap menjadi pilihan model pemerintahan, maka hal demikian 
sah-sah saja selama mengikuti alur perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi 
dan kebebasan berpikir. Pendapat Abduh ini mengindikasikan suatu bentuk 
pemerintahan Islam yang dinamis. Pendapat demikian merupakan implikasi dan 
konsekuensi teologis dari Abduh bahwa manusia memiliki kebebasan dalam 
berkehendak dan berbuat. Dalam memahami al-syūra, Abduh beranggapan bahwa 
praktek al-syūra dilakukan agar rakyat terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan 
mempraktikannya, bukan mempraktikkan pendapat seorang kepala negara sekalipun 
pendapatnya benar. Jadi dengan al-syūra dapat menghilangkan kesewenang-wenangan 
terhadap kebebasan berpendapat, menumbuhkan kebiasaan berpolitik untuk 
menyampaikan saran kepada pemerintah dan sebagai media untuk mewujudkan 
keserasian kerja sama yang solid antara pemerintah dan rakyat. Jika Afghani 
menginginkan bentuk pemerintahan republik dan Abduh menginginkan bentuk 
pemerintahan yang dinamis, maka Ridha tampil dengan pendapat bahwa bentuk 
pemerintahan yang ideal adalah khilafah seperti sistem Khilafah Turki Usmani. 
Khilafah bagi Ridha sangat penting dalam rangka penerapan hukum syari’at Islam. Ini 
sejalan dengan pandangan bahwa Islam adalah agama untuk kedaulatan, politik dan 
pemerintahan. Selain khilafah, bentuk pemerintahan yang lain tidak bisa menerapkan 
syariat Islam. Kendati demikian, untuk urusan al-syūr , Ridha memandang penting 
pelaksanaan al-syūra  dalam merumuskan berbagai kebijaksanaan politik pemerintahan, 
perang dan pembinaan  kesejahteraan umum yang senantiasa berubah dari zaman ke 
zaman. Al-syūra  juga penting dilaksanakan untuk memilih khalifah dan menetapkan 
peraturan soal agama yang tidak punya nash  dalam al-Qur’an dan Sunah. Untuk itu, 
menurut Ridha, khalifah dipilih oleh para anggota Ahl al-halli wa al-‘aqd yang disebut 
Ahl al-ikhtiyār, yaitu orang-orang yang berhak memilih. Dengan begiru rakyat tidak 
memiliki hak pilih, rakyat hanya mentaati hasil pilihan Ahl al-ikhtiyār. Selain berfungsi 
memilih khalifah, Ahl al-ikhtiyār juga berfungsi sebagai pihak yang berhak 
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menjatuhkan (impeachment) jika khalifah dalam tindakannya terdapat hal-hal yang 
mengharuskan pemecatannya. (J. Suyuthi Pulungan 2013). 
Dari ketiga tokoh di atas, nampaknya Hamka memiliki kemiripan dengan 
Muhammad Abduh. Kemiripan ini terdapat pada kesamaan keduanya dalam 
memandang sistem pemerintahan dalam Islam, yang mana Islam tidak mengatur suatu 
sistem yang baku dalam suatu pemerintahan. Masyarakat secara bebas boleh 
menentukan sistem pemerintahannya sendiri selama tidak melanggar unsur-unsur 
ketetapan syariah Islam. Adapun dalam masalah al-syūra , Afghani, Abduh dan Ridha, 
sebagaimana Hamka pula, memandang pentingnya al-syūra sebagai aspek fundamental 
dalam kontruksi pemerintahan. Apa yang diutarakan dari ketiga tokoh itu mengenai al-
syūra , merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri sama sekali. Sebab mereka 
menginginkan suatu pemerintahan yang terhindar dari absolutisme dan otokratisme.  
Pemerintahan yang absolut dan otokrasi mengakibatkan rakyatnya terkekang dan tidak 
bebas dalam menentukan kebijakan pemerintah. Sedangkan rakyat selayaknya harus 
berpartisipasi, melaksanakan kebijakan pemerintahan secara sinergitas bersama kepala 
pemerintahan. Jika hal ini terlaksana, maka kemaslahatan rakyat pun akan terwujud, 
sesuai kaidah fikih: Tasharruf al-Imām ‘ala ar-Ra’iyah Mathūnun bi al-
Maslahah(Suatu pemimpin wajib menunaikan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya). 
Ketiga tokoh ini pula, sama halnya dengan Hamka, memiliki alam pemikiran 
teologis yang tidak lepas dari unsur rasionalitas. Rasionalitas ini berdampak terhadap 
penginterpretasian bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berpikir dan berbuat. 
Dengan rasionalitas akal, manusia dapat menuntun imannya. Jika manusia mampu 
menuntun imannya, maka manusia diberikan kebebasan oleh Allah SWT untuk 
menentukan pikiran, perbuatan serta tindakan. Dengan iman, akal dan kebebasan pula, 
manusia mampu memfilter sendiri kebaikan ataupun suatu keburukan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Upaya pembatasan dan pengekangan terhadap 
kebebasan manusia, menurut Hamka, merupakan hal yang tidak tepat,bahkan 
mengganggu kemerdekaan seseorang.  Dari sini, Hamka ingin agar rakyat dan 
masyarakat dalam suatu pemerintahan tidak terbelenggu terhadap unsur-unsur yang 
membatasi kebebasan. Untuk melaksanakan hal demikian, menurut Hamka, 
pelaksanaan al-syūra pada suatu pemerintahan adalah hal yang tepat. Sebab dari al-
syūra  rakyat akan terdidik untuk menyampaikan aspirasi pembangunan terhadap 
pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan al-syūra  juga dapat menghindarkan rakyat dari 
pemimpin ataupun kepala negara yang berlaku semena-mena. Bagi penulis, hal inilah 
yang membuat kaum rasionalitas, termasuk Hamka, menginginkan suasana sosial yang 
bebas, dimana para subjek sosial (masyarakat ataupun rakyat) dapat dengan mudah 
melaksanakan kehidupan secara bebas pula. Pemilihan dan pelaksanaan al-syūra dalam 
suatu kekuasaan dan pemerintahan, merupakan sarana yang jitu untuk menjamin 
kebebasan. 
Jika pemahaman saat ini kaum rasionalis, termasuk Hamka, menginginkan suatu 
konsep negara yang menjamin warganya mendapatkan kebebasan, maka berbeda halnya 
pada kaum tradisionalis yang menginginkan ketundukkan atau kepatuhan terhadap 
Imam atau kepala negara. Bahkan, Ibn Hanbal mengatakan setiap orang harus tunduk 
kepada Imam, kecuali jika ia murtad atau tidak menyelenggarakan salat Jum’at (Antony 
Black 2006). Selain mewajibkan kepatuhan terhadap kepala negara, kaum tradisionalis 
juga memiliki pola pikir yang kerapkali menyokong status quo yang membela dan 
mempertahankan kekuasaan. Kaum tradisionalis beranggapan  bahwa kekuasaan Imam 
ataupun kepala negara berasal dari Tuhan.  Ini memberikan ironi dari sebagian kaum 
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tradisionalis yang mengubah konsep khalifah (kepala negara sebagai Khādim al-Ummah 
(pelayan umat) menjadi Dzill Allah (bayang-bayang Allah yang dipastikan memiliki  
kekuasaan besar dan luas tak terbatas. Pada akhirnya,  kaum tradisionalis melupakan 
konsep al-syūra  sebagai hal yang fundamental dalam pemerintahan. Padahal konsep al-
syūra sedikit banyaknya mengajarkan kepada kita sebuah sikap demokratis dan secara 
tegas di sebutkan dalam al-Qur’an (Bahrul Ulum 2017). 
Perbedaan ekstrem antara kaum rasionalis dan tradisionalis terhadap konsep 
politik dan negara, dilatarbelakangi oleh unsur epistemologi-teologi yang digagas 
keduanya. Jika secara kognitif kaum rasionalis mencantumkan akal sebagai aspek dasar 
dari terbentuknya keimanan seseorang dan dengan akal itu pula melahirkan kebebasan 
dalam menundukkan persoalan wahyu, maka kaum tradisionalis cenderung mengatakan 
bahwa akal terbatas dan harus diposisikan setelah wahyu.  Bagi kaum tradisional, akal 
tidak leluasa dengan bebas layaknya penempatan akal yang diposisikan oleh kalangan 
rasionalis. Akal cenderung dibatasi oleh nilai-nilai wahyu (dalil naql) yang mendorong 
akal berada pada posisi kedua setelah wahyu. Dari sinilah, pengaruh teologisme kaum 
rasionalis melahirkan sebuah pandangan bahwa al-syūra adalah hal mendasar dari suatu 
pemerintahan, sedangkan bagi kaum tradisionalis sebuah rakyat harus tunduk dan patuh 
terhadap khalifah, terlepas apakah kekhalifahan itu mencantumkan prinsip-prinsip al-
syūra  atau tidak. 
Atas dasar bangunan rasionalisme seperti yang disebutkan di atas, Hamka 
rupanya mempunyai titik temu terhadap persoalan akal yang dicetuskan oleh al-Ghazali 
di dalam kitab Ihya Ulumudin. Dalam mengomentari permasahan akal, al-Ghazali 
berpendapat (Imam al-Ghazali): 
“Kemuliaan suatu pekerjaan, dapat ditelusuri salah satunya dengan 
menengok kepada iltifat (naluri) yang dapat mengenali keutamaan segala 
ilmu akal atas segala ilmu bahasa. Hal ini karena seluruh ilmu itu diketahui 
dengan akal, sedangkan ilmu bahasa diketahui dengan pendengaran. Dari 
situlah, dapat diketahui bahwa akal lebih sempurna dari pendengaran.” 
Dalam menanggapi pro-kontra yang timbul dari perdebatan akal, Hamka memilih 
jalan yang ditempuh kaum rasional. Sebagaimana kaum rasional, Hamka sendiri tidak 
menginginkan akan sebuah sistem yang menimbulkan reduksi terhadap nilai-nilai 
kebebasan. Hal inilah yang menimbulkan antitesa Hamka terhadap kaum tradisional 
yang cenderung menyukai bentuk pemerintahan yang berdasarkan status quo. Antitesa 
tersebut dibangun dari sebuah kondisi sosial dimana masyarakat negara secara integratif 
mampu melakukan manajemen pembangunan negara bersama pemerintah. Pola 
integratif ini harus disertai dengan sistem negara yang demokratis, terbuka dan 
menjamin kebebasan terhadap rakyat. Untuk mendukung hal ini, al-syūra  lebih 
kompeten jika dimasukkan sebagai unsur-unsur sistematis dalam sebuah negara. 
Sebaliknya, apabila al-syūra disisihkan dari sebuah kekuasaan sebagaimana pendapat 
kaum tradisionalis, maka kondisi semacam ini akan melahirkan legitimasi kekuasaan 
dan status quo dari pihak penguasa. Akibatnya, negara akan menjadi alat kepentingan 
bagi penguasa. Untuk menghindari kondisi dilematis ini, Hamka mengutamakan dan 
mengharuskan keberadaan  sistem al-syūra  dalam sebuah negara. 
Untuk memudahkan pembaca, penulis akan menggambarkan polarisasial-syūra 
dalam sebuah diagram sebagai hasil representasi simbolis dari epistemologi al-syūra  
Hamka. Diagram ini merupakan hasil temuan penulis terhadap berbagai penafsiran ayat-
ayat al-shura Hamka dalam karyanya Tafsir al-Azhar. Adapun diagram yang 
dimaksudkan ini adalah sebagai berikut: 
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Dari diagram ini, Hamka menampilkan konsep timbal balik antara iman dan akal 
manusia. Iman dan akal harus berjalan kolabratif agar dapat melahirkan konsep 
kebebasan. Setelah akal, iman dan kebebasan berjalan secara integratif, lalu lahirlah 
konsep al-syūra versinya Hamka. Dengan demikian, konsep al-syūra  yang digagas 
Hamka memiliki titik polarisasi terhadap 3 aspek, yakni: iman, akal dan kebebasan 
manusia. Pada mulanya, Hamka beranggapan bahwa iman adalah kondisi teologis 
manusia yang berhubungan terhadap qawl (ucapan)dan ‘amal (perbuatan). Selanjutnya, 
untuk merealisasikan iman yang utuh, diperlukan akal sebagai filter diri dalam 
menangkal pereduksian iman seseorang. Lambat laun, akal mampu menambah 
keimanan manusia dari hasil pencariannya terhadap aspek-aspek ketuhanan. Semakin 
akal itu diisi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, maka secara otomatis hal 
demikian akan membuat keimanan manusia menjadi bertambah. Sesudah iman dan akal 
menjadi maksimal, manusia ditakdirkan oleh Tuhan secara bebas untuk memilih jalan 
hidup yang ingin ditempuhnya. Jika manusia memilih jalan kebaikan, maka ini adalah 
kondisi logis dari sinkronisasi akal dan iman yang seimbang. Sebaliknya, jika manusia 
memilih jalan keburukan, maka hal semacam ini merupakan kondisi logis dari 
ketidakberesan akal dan iman manusia. Untuk mendukung terwujudnya kebebasan 
manusia terhadap jalan kebaikan, maka diperlukan kondisi sosial yang menjamin 
tegaknya kebebasan. Atas dasar inilah, Hamka memilih al-syūra sebagai solusi yang 
tepat dalam ruang sosial yang demokratis untuk menjamin kebebasan itu, khususnya 
dalam ranah kekuasaan dan negara. Sebab jika suatu negara mempunyai ruang sosial 
yang demokratis,  maka terciptalah kondisi sosial dimana masyarakat dapat 
menjalankan moral dan etika kebebasan (freedom) secara aman. 
Alhasil, keberadaan epistemologi al-syūra  merupakan bagian substansial dari 
pola pikir Hamka yang mendasarinya untuk melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat 
al-syūra di dalam Tafsir al-Azhar. Bahkan boleh jadi, konsep iman, akal dan kebebasan 
yang digagas Hamka menjadi ruang epistemologi pada seluruh penafsiran Hamka di 
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Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa al-syūra adalah pelaksanaan 
pembahasan tentang beragam persoalan dengan maksud untuk mencapai kemufakatan 
bersama. Dalam memahami definisi al-syūra, para pakar politik Islam terbagi kepada 
dua golongan, yakni: Pertama, golongan ini mengidentikkan bahwa al-syūra adalah 
sistem kenegaraan yang harus diimplementasikan secara komprehensif; Kedua, 
golongan kedua ini secara global mendefinisikan al-syūra  sebagai cara yang relevan 
dalam menemukan solusi sosial, bukan hanya sebatas menyangkut persoalan 
kenegaraan saja. Menurut sejarah, Tafsir al-Azhar ditulis oleh Hamka pada masa orde 
lama pimpinan Presiden Soekarno. Sejak tahun 1964 hingga 1966, Hamka melanjutkan 
penulisan tafsirnya di dalam sel tahanan. Penahanan Hamka oleh rezim orde lama 
diakibatkan tuduhan yang dialamatkan kepada Hamka bahwa Hamka merencanakan 
pemberontakan terhadap Soekarno. Selama hidupnya, Hamka pernah menimba ilmu 
kepada para tokoh pergerakan kebangkitan Indonesia. Sejak itulah, Hamka terpengaruh 
oleh ideologi-ideologi anti penindasan, sehingga hal ini mempengaruhi interpretasi 
Hamka terhadap konsep al-syūra. Bagi Hamka, sistem al-syūra  merupakan suatu 
urgensitas dari sebuah masyarakat dan negara. Selain sebuah urgensitas, al-syūra  juga 
merupakan dasar politik dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Menurut Hamka,  al-
syūra dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai perangkat sistem kenegaraan, 
baik negara demokrasi, teokrasi dan lain-lainnya. Pengaruh Hamka dalam menjelaskan 
konsep al-syūra tidak lepas dari kondisi epistemologi pemikiran Hamka. Adapun 
epistemologi pemikiran Hamka yang mempengaruhi interpretasinya terhadap konsep al-
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